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            The implementation of policy through service quality in local tax revenue is one of factors believed to be the cause of the ineffectiveness of society’s satisfaction in Local Income Department, Kuningan Regency.
The method used is explanatory survey with quantitive approach. The method is aimed to draw attention to the relation between variables and to test the hypothesis or testing research that has been formulated in addition, it is also aimed to get the description of each variable and to test the influence of the variables.
The implementation of policy through service quality gives positive and significant implication toward the society’s satisfaction with 72.6% . It means that the implementation of local tax policy is dominant in influencing the society’s satisfaction in Local Income Departement, Kuningan Regency. this study also shows that the ineffectiveness of society’s satisfaction is not only determined by the implementation of policy through service quality but also by unexamined variable or it is called epsilon. It gives influence with 27.4% through bureaucracy behavior, discipline of work and motivation given. 
Partially, this study also reveals that the implementation of gives positive and significant influence toward people’s satisfaction in local Revenue Office Kuningan District (44,4%). It means that the implementation of local tax policy gives contribution in improving people satisfaction. The dimension that gives the biggest influence is policy standards and objectives (27,5%). It is a very dominant dimension in improving peoples’s satisfaction. Meanwhile, the dimension that gives the least influence is the resources and incentive (1,5%). This dimension is not dominant in improving people’s satisfaction in the revenue of local tax administration in local Revenue Office, Kuningan District.
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Salah satu agenda Reformasi Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat adalah  adanya penyerahan urusan pusat kepada Daerah, yaitu Desentralisasi berupa penyerahan Otonomi Daerah. Kehendak reformasi dalam kehidupan politik nasional nampaknya sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun dalam kondisi masyarakat yang sedang mengalami sebuah euphoria terhadap perubahan. Sekarang hampir setiap orang telah menemukan kosakata baru dan mulai memahami tentang apa yang disebut reformasi atau perubahan menuju perbaikan. Demikian halnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dimana masyarakat semakin terbuka menyatakan pendapat, kritik dan harapannya untuk dilayani.
Sebagai bentuk manifesto politik dalam reformasi tersebut salah satunya diwujudkan dengan adanya Otonomi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di daerah, lahir pula Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan menjadi kewenangan penuh daerah Kabupaten atau Kota. Dengan cara pandang baru itu, sebuah paradigma baru telah diperkenalkan, yakni melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menganut sistem otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan sistem ini Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan apa saja yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, setiap Pemerintah Daerah berhak dan bertanggungjawab melaksanakan pembangunan secara proporsional dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia disegala bidang demi mewujudkan pembangunan daerah serta memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat itu sendiri.
Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis  dan bertanggungjawab, adalah diperlukannya sumber dana dalam rangka pembangunan daerah. Dengan semangat pemberdayaan dan otonomi maka daerah dituntut untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri. Tentu dengan menggali potensi penerimaan pendapatan di Daerah atau lebih dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Daerah telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu : 
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Perusahaan Milik Daerah; serta Lain-Lain PAD yang Sah.
2.	Dana Perimbangan atau Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, meliputi : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Aloksi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak; dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu terdiri atas : Pendapatan Hibah atau  sumbangan dari Pemerintah atau pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat; Bagi Hasil Pajhak Provinsi; Dana Penyesuaian; Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Bantuan Keuangan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain dalam rangka memperkuat struktur keuangan daerah, secara pilosofi Undang-Undang ini dibuat dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, karena salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat. Diserahkannya kedua pajak tersebut ke daerah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah. Apakah setelah diserahkan kepada daerah pelaksanaannya dapat lebih efektif, cepat, murah dan terukur atau malah terjadi sebaliknya menjadi tidak efektif dan berbelit-belit. Dengan penyerahan PBB-P2 ke Daerah maka diserahkan pula wajib Pajak PBB-P2 yang berjumlah ratusan ribu itu untuk bisa dilayani oleh Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu perlu disiapkan seluruh perangkat dalam rangka Pelayanan pajak daerah baik berupa perangkat kebijakan (aturan), sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai. 
Dilain pihak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menganut prinsip pemungutan pajak dan retribusi daerah yang bersifat close list, dimana pemerintah daerah dibatasi wewenangnya dalam menambah sumber dan jenis pajak atau retribusi baru. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya high cost economy pada masyarakat untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi. Selain itu Undang-Undang ini telah berubah secara fundamental, yakni dengan menggratiskan belasan layanan retribusi daerah yang sebelumnya dipungut biaya, sebut saja pelayanan kependudukan; pelayanan perizinan dan pelayanan lainnya. Hal tersebut menegaskan secara implisit bahwa pemerintah daerah tidak hanya berwenang melakukan pungutan saja, namun lebih dari itu pemerintah daerah dituntut untuk melakukan perubahan terhadap paradigma pajak dan retribusi yang selama ini cenderung dipandang hanya sebagai pungutan dan sumber penerimaan, namun harus dipandang bahwa pajak dan retribusi merupakan tugas pelayanan kepada masyarakat. 





5.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7.	Pajak Parkir
8.	Pajak Air Tanah
9.	Pajak Sarang Burung Walet
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
11.	Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).





























8.	Pajak Sarang burung Walet	35.000.000,00	35.050.000,00	100,14







Sumber : Dipenda Kabupaten Kuningan, Tahun 2014.

Tabel tersebut di atas menunjukan bahwa pencapaian target Pajak Daerah secara rata-rata dapat tercapai sebesar 101,44 %, tetapi apabila dilihat dari rincian ayat pajaknya, masih terlihat beberapa yang tidak mencapai target, yaitu Pajak Hotel Bintang Dua 82,65 %, Pajak Hotel Melati Tiga 98,81 % Pajak Hotel Melati Satu 96,51 %, Pajak Café 83,60 %, Pajak Reklame Kain 99.08 %, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 75,71 %, hal tersebut masih terlihat bahwa dalam penarikan pajak ada beberapa objek pajak yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal. 
Pelayanan atas Pajak Daerah yang berkualitas, diperlukan kerjasama yang harmonis antara masyarakat dengan aparat pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, kualitas memiliki hubungan erat dengan kepuasan pelanggan atau masyarakat, Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin hubungan ikatan yang kuat dengan lembaga pemerintah, dengan demikian pada gilirannya kepuasan pelanggan atau masyarakat dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada institusi pemerintah yang memberikan kualitas pelayanan dengan memuaskan. Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi Aparat sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi Negara, dengan demikian penyelenggaraannya perlu terus ditingkatkan sesuai dengan sasaran pembangunan. Menyadari akan pentingnya kualitas pelayanan dalam bidang pajak, maka telah dikeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah senantiasa diperlukan oleh aparat pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat atau pemohon. Mencermati tentang tujuan dari pelayanan dijelaskan Rasyid (2007:48) adalah :
Pelayanan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan hak pemberian, yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan. Bagi pemerintah, masalah pelayanan  menjadi semakin menarik untuk dibicarakan karena menyangkut salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintah, disamping fungsi pemberdayaan dan pembangunan.
Menurut Thoha (2005:181) “Kualitas pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung pada individual aktor dan sistem yang dipakai”. Oleh karena itu untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada manusia (pegawai) yang memberikan dan menyajikan pelayanan tersebut, sejauhmana pegawai tersebut menyenangi pekerjaannya serta bagaimana perilakunya, diyakini sebagai faktor yang mempengaruhi mutu suatu pelayanan, Kualitas pelayanan bukanlah dilihat dari sudut pandang pihak penyelenggara atau penyedia layanan. Masyarakatlah yang mengkonsumsi dan merasakan pelayanan yang diberikan, sehingga merekalah yang seharusnya menilai dan menentukan kualitas pelayanan dan kepuasan. 
Irawan (2002:3) mengemukakan bahwa “kepuasan adalah hasil dari penilian konsumen/masyarakat terhadap produk atau layanan yang telah memberikan kenikmatan, dimana tingkat pemenuhan dapat lebih atau kurang”. Kondisi masyarakat yang semakin maju dan kritis, menuntut pelayanan aparat yang lebih bermutu, antara lain lebih cepat, akurat, mudah, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keberhasilan pemerintah dimasa yang akan datang banyak diukur dan ditentukan oleh kualitas pelayanan terhadap masyarakat dibidang pelayanan perpajakan. Permohonan pembayaran Pajak Daerah harus dapat dilayani dengan tepat waktu oleh pihak aparatur Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal ini oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan.
Secara khusus peneliti masih melihat adanya beberapa permasalahan yang masih terjadi di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan dalam kegiatan pengolahan Pajak, diantaranya adalah :
1.	Belum terlaksananya pengelolaan Pajak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan Pajak.
2.	Penetapan target yang masih belum didasarkan pada potensi riil di lapangan. 
3.	Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan secara kuantitas masih kurang dan secara kualitas masih belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. 
4.	Sampai dengan tahun 2014, Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan belum memiliki bangunan Kantor, dan masih menempati bangunan Eks Bank bjb Kuningan.
5.	Belum dilaksanakannya pelayanan pajak secara optimal dengan sistem pelayanan front office atau pelayanan pajak satu pintu.
6.	Kesadaran wajib pajak masih relatif rendah.
7.	Penegakan hukum perpajakan, khususnya berkaitan dengan pengenaan sanksi pajak masih belum optimal dilaksanakan. 
Peneliti menduga permasalahan antara lain disebabkan oleh Implementasi Kebijakan tentang Pajak Daerah di Kabupaten Kuningan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal.  Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk disertasi dengan judul : “Implementasi Kebijakan Melalui Kualitas Pelayanan dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan” (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor  15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah).
II.	Perumusan Masalah
Pengelolaan Pajak Daerah tidak semata-mata tertuju pada sisi penarikan dan penerimaan (fungsi budgetair) saja, melainkan terdapat sisi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat selaku wajib pajak. Kondisi yang terjadi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan menunjukan adanya ketimpangan dalam pengelolaan pajak, dimana aspek pelayanan belum menjadi fokus pekerjaan yang serius bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Sedangkan pada sisi lain ternyata masih terjadi ketidaktercapaian pada beberapa target Pajak Daerah. Sehingga diduga bahwa persepsi dan kepuasan masyarakat masih menjadi permasalahan dalam pengelolaan dan pencapaian target penerimaan Pajak Daerah.
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka pernyataan masalah (problem statement) penelitian ini adalah kepuasan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan belum efektif. Hal ini diduga oleh implementasi kebijakan tentang pajak daerah yang belum berjalan secara optimal. Dari pernyataan masalah tersebut dapat diidentifikasikan pertanyaan masalah sebagai berikut :
1.	Berapa besar pengaruh implementasi kebijakan melalui kualitas pelayanan dan implikasinya terhadap kepuasan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan?
2.	Berapa besar pengaruh implementasi kebijakan yang diukur dengan policy standards and objectives, the resources and incentives, the quality of inter-organizational relationship, the characteristics of the implementation agencies, the economic, social and political environment, dan the ‘dispositon’ or response of the implementers terhadap kepuasan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan?
III.	Tujuan Penelitian
1.	Menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh implementasi kebijakan melalui kualitas pelayanan dan implikasinya terhadap kepuasan masyarakat dalam penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan.
2.	Menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh implementasi kebijakan diukur dengan policy standards and objectives, the resources and incentives, the quality of inter-organizational relationship, the characteristics of the implementation agencies, the economic, social and political environment, dan the ‘dispositon’ or response of the implementers terhadap kepuasan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan.
IV.	Kegunaan Penelitian 
1.	Kegunaan Akademik,
Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memperkaya kepustakaan dalam bidang ilmu administrasi publik khususnya berkaitan dengan implementasi kebijakan dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat dalam Penerimaan pajak.
2.	Kegunaan Praktis 
Dapat menjadi masukan dan rujukan dalam mengimplementasikan kebijakan melalui kualitas pelayanan dan implikasinya terhadap kepuasan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan.
V.	Kerangka Berpikir Penelitian
     Lahirnya suatu kebijakan publik berdasarkan atas masalah yang terjadi dikalangan masyarakat. Kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah sebagai administrator publik berorientasi dan mengabdi pada kepentingan masyarakat. Makna dari implementasi kebijakan publik ini mengandung suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran yang akan dicapai merupakan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah atau eksekutif. Kekurangan atau kesalahan suatu kebijakan publik akan diketahui setelah kebijakan publik itu dilaksanakan, begitu juga suksesnya pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan suatu kebijakan.
Implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan manimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut pada kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung yang berpengaruh pada semua pihak. Implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berguna untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada, semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan maka semakin diperlukan teori dan modal yang mampu menjelaskan. Menurut Van Meter dan Van Horn (2002:46) terdapat enam dimensi dalam mengimplementasikan kebijakan publik sebagai berikut :
1.	Policy standards and objectives, which elaborate on the overall goals of the policy decision… to provide concrete and more specific standards for assessing performance;
2.	The resources and incentives made available;
3.	The quality of inter-organizational relationship (we find in their discussion of this, as in so much of the American literature on implementation, an extensive discussion of aspect of federalism;
4.	The characteristics of the implementation agencies, including issues like organizational control but also, going back surely to inter-organizational issues, ‘the agency’s formal and informal linkages with the “policy-making” or “policy-enforcing” body;
5.	The economic, social and political environment; and
6.	The ‘disposition’ or response of the implementers, involving three elements: ‘their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response to it (acceptance, neutrality, rejection) and the intensity of that response.
Studi implementasi kebijakan publik pada prinsipnya berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah program dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah kebijakan negara, baik menyangkut usaha-usaha mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Sedangkan menurut Hoogerwerf (1998:168) bahwa ada 4 (empat) aspek yang menentukan untuk berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan, yaitu :
1.	Isi dari kebijakan yang dilaksanakan
2.	Tingkat informasi dari aktor yang terlibat pada pelaksanaan
3.	Banyaknya dukungan yang harus di laksanakan
4.	Pembagian dari potensi-potensi yang ada
Pelaksanaan atau implementasi kebijakan merupakan bagian yang paling sulit dari proses kegiatan. Implementasi kebijakan memerlukan beberapa persyaratan yang dapat dijadikan acuan untuk mencapai sasaran atau tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rumusan kebijakan.Kualitas dipandang secara luas dimana tidak hanya aspek hasil saja yang ditekankan, melainkan juga meliputi proses, lingkungan dan manusia yang berkaitan erat dengan pelayanan. Kualitas pelayanan berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para pelanggan serta ketepatan waktu dalam pelayanannya, untuk memenuhi harapan para pelanggan agar memiliki kepuasan tersendiri. Sinambela (2008:6) mengatakan bahwa untuk melihat dari sisi kepuasan publik dengan mengemukakan bahwa parameter kualitas pelayanan prima diukur dari dimensi :
1.	Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2.	Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Kondisional, yaitu pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4.	Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5.	Kesamaan Hak yaitu, pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
6.	Keseimbangan Hak dan Kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan, antara pemberi dan penerima pelayanan publik.
Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal tetapi sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan jelek, untuk itu kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan penyedia pelayanan dalam memenuhi harapan para pelanggannya secara tepat dan cepat. Untuk mengukur kualitas pelayanan pada sektor publik menurut Parasuraman et.al (1998:24) disederhanakan menjadi lima dimensi pokok, yaitu :
1.	Tangibles, ialah kelengkapan pelayanan yang bisa dilihat/dirasakan secara langsung oleh pelanggan seperti ruangan, fasilitas dan penampilan petugas.
2.	Reliability, yaitu kemampuan melayani sesuai dengan keinginan pelanggan, diantaranya kecepatan, ketepatan, kamampuan dan kesiapan pelayanan.
3.	Responsiveness, yaitu kemampuan dan ketanggapan dalam mem-berikan pelayanan, seperti ketanggapan terhadap keluhan pelanggan, kemampuan memberikan informasi dengan bahasa yang 
4.	Assurance, yaitu pengetahuan dan kesopanan dan para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan
5.	Emphaty, tercermin dari perhatian terhadap keinginan pelanggan dan kemudahan untuk dihubungi.
Tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat (pelanggan) walaupun masyarakat sekarang ini semakin kritis terhadap pelayan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi pemerintah tidak dapat begitu saja memberikan layanan atau jasa sesuai dengan kehendaknya tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat (pelanggan) sebagai pihak yang dilayani. Kepuasan mengacu kepada pengalaman yang menyenangkan pada saat terpenuhinya keinginan. Lebih jauh Sarwono (2006:34) mengatakan “bahwa kepuasan itu terjadi sebagai hasil pengaruh antara semua sikap, keterampilan/pengetahuan, pengalaman, saran dan prosedur pelayanan”. Jadi dapat dikatakan bahwa kepuasan merupakan pertimbangan atau penilaian terhadap pelayanan yang diberikan produser terhadap konsumer. Mengingat pelayanan pada hakekatnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, maka terdapat hubungan antara pelayanan dengan pelanggan. Menurut Sarwono (2006:34) bahwa kepuasan masyarakat diperlukan beberapa aspek :
1.	Sikap; mencerminkan bagaimana seseorang aparatur merasakan sesuatu terhadap pekerjaannya.
2.	Keterampilan/Pengetahuan; keterampilan yang dimaksud adalah kemampuan aparatur untuk melaksanakan tugas fisik dan mental tertentu. Pengetahuan aparatur yaituinformasi mengenai seseorang aparatur yang memiliki bidang substansi tertentu.
3.	Pengalaman; Pengalaman menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang telah dilakukan aparatur dan memberikan peluang besar untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik.
4.	Sarana; sarana yaitu tempat pelayanan yang didukung oleh lingkungan yang bersih, rapi dan teratur.
5.	Prosedur pelayanan; yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.





Karakteristik tersebut, yang lebih ditonjolkan adalah menyangkut human relation (hubungan antara manusia), mengingat bahwa faktor tesebut mempengaruhi aspek kepuasan publik/masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, maka hubungan yang perlu dibangun harmonis adalah hubungan antara pemerintah selaku pemberi layanan dengan masyarakat selaku pihak yang mendapatkan pelayanan. Sehingga pemerintah telah menetapkan sebuah kebijakan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: EP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang memberikan pedoman yang terstandar dalam memberikan layanan. Ruang lingkup Indeks  Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam peraturan ini meliputi :
1.	Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2.	Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya
3.	Kejelasan Petugas Pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan
4.	Kedisiplinan Petugas Pelayanan, yaitu kesungguhan petugas yang memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku
5.	Tanggungjawab Petugas Pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan
6.	Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan dan menyelesaikan pelayanan
7.	Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan
8.	Keadilan Mendapatkan Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani
9.	Kesopanan dan Keramahan Petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati
10.	Kewajaran Biaya Pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan
11.	Kepastian Biaya Pelayanan, yaitu kesesuian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan
12.	Kepastian Jadual Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
13.	Kenyamanan Lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih,rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan
14.	Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan
Secara simultan hubungan implementasi kebijakan melalui kualitas pelayanan dan implikasinya terhadap kepuasan masyarakat, seperti dijelaskan Putra (2001:81) bahwa “implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan pengoperasian sebuah program kerja dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas dan pada akhirnya masyarakat puas terhadap apa yang dilaksanakan pemerintah. Hubungan implementasi kebijakan dengan kepuasan masyarakat dijelaskan pula oleh Putra (2001:81) bahwa “suatu implementasi kebijakan yang efektif adalah yang dapat terlaksana oleh pemerintah dengan baik, sehingga program yang dilaksanakan pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat puas dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah/aparaturnya”. 




























1.	Implementasi kebijakan secara simultan berpengaruh melalui kualitas pelayanan penerimaan pajak daerah dan implikasinya terhadap kepuasan masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan.
2.	Implementasi kebijakan secara parsial yang diukur dengan policy standards and objectives,the resources and incentives,the quality of inter-organizational relationship, the characteristics of the implementation agencies,the economic, social and political environment, dan the ‘dispositon’ or response of the implementers berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan.
VII.	Obyek Penelitian
Obyek penelitian dimaksudkan untuk memperoleh gambaran, kondisi umum dan karakteristik yang akan diteliti sebagai bagian dari instrumen penelitian. Adapun obyek penelitiannya yang peneliti teliti adalah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.
VIII.	Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah explantory survey, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Metode explantory survey menurut Singarimbun (1989:4), yaitu ”penelitian explanatory (penjelasan) atau confirmatory riset menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis atau testing research yang telah dirumuskan sebelumnya”. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari masing-masing variabel serta menguji pengaruh dari variabel-variabel tersebut. Selain daripada itu metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang obyektif, valid dan reliabel dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi. 
Menganalisis data tersebut digunakan teknik statistik deskriptif yang berfungsi untuk mengelompokkan data, menggarap, menyimpulkan, memaparkan serta menyajikan hasil olahan. Hal ini bertujuan untuk melakukan pola hubungan atau sebab akibat antara nilai suatu variabel (variable dependent) jika nilai variabel yang lain berhubungan dengannya (variable independent). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dimaksudkan untuk menguji hipotesis serta melakukan interpretasi secara mendalam.
IX.	Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi penelitiannya adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Sedangkan anggota populasi yang dijadikan responden adalah seluruh wajib pajak yang ada di Kabupaten Kuningan sebanyak 888.983 orang. Dengan keterbatasan waktu dan tenaga maka peneliti menentukan jumlah responden wajib pajak dengan menggunakan teknik sampling. Sampel minimal yang harus diambil dalam penelitian ini adalah 400 orang, dengan menggunakan teknik  Disproportionate Stratified Random Sampling, yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata tetapi sebagian ada yang kurang proporsional pembagiannya.
X.	Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
(1)	Studi Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun dengan cara mempelajari dari teori-teori, jurnal ilmiah, makalah ilmiah dan dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti
(2)	Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data yang ditujukan langsung terhadap subyek penelitian, dengan cara :
a.	Observasi Non Partisipan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung di lapangan berkaitan dengan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. dalam teknik pengumpulan data ini pengamatan diharapkan kepada sejumlah warga masyarakat yang pernah berurusan dengan aparatur Dinas Pendapatan Daerah dalam hubungannya dengan pelayanan. 
b.	Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan sebagai pembuat kebijakan dan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan sebagai implementator dari kebijakan pajak daerah. Wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam mengenai masalah yang di teliti. Disamping itu adanya pembentukan Kelompok Diskusi Terfokus (Fokus Group Discussion).
c.	Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pernyataan secara tertulis untuk diisi oleh responden, yaitu wajib pajak. Angket ini sifatnya tertutup artinya alternatif jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tinggal memilih mana yang sesuai dengan adaan yang sebenarnya.
XI.	Teknik Analisis Data
Untuk menguji model dan hipotesis digunakan analisis SEM. Dalam pengujian model dengan menggunakan SEM. Structural Equation Modelling (SEM) dikenal dengan berbagai nama yang berbeda. 

XII.	Rancangan Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu secara simultan dan parsial. 
1.	Uji Hipotesis Simultan
H0 : γx = γ x =0 			
H1 : sekurang-kurangnya ada sebuah jalur γx j 0 ; j = 1, 2
Statistik Uji  yang digunakan :
F = 	~ F[ ; (p, n-p-1)]
Arah uji : Tolak H0 jika F>Ftabel pada taraf signifikan .
2.	Uji Hipotesis Parsial
Untuk menguji hipotesis di atas, untuk variabel Xdigunakan uji hipotesis sebagai berikut :
H0 : γx = 0 ; koefisien arah jalur untuk X = 0			
H1 : γx ≠ 0 ; koefisien arah jalur untuk X≠ 0
Statistik uji yang digunakan adalah :

Tolak Ho jika t hitung > t tabel pada taraf signifikan . Kasus /2 berlaku apabila pengujian H1 adalah uji satu pihak.
H0 : zx = 0 ; koefisien arah jalur untuk X = 0			
H1 : zx ≠ 0 ; koefisien arah jalur untuk X≠ 0
Statistik uji yang digunakan adalah :

Tolak Ho jika t hitung > t tabel pada taraf signifikan . Kasus /2 berlaku apabila pengujian H1 adalah uji satu pihak.
XIII.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
Uji model pengukuran dari keluaran program LISREL untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :
Tabel 
Ringkasan Pengujian Model Pengukuran Pengaruh Implementasi Kebijakan 
terhadap Kepuasan Masyarakat 
Model Pengukuran	Koefiosien Bobot  Dimensi	Standard Error	Nilai t hitung	Hasil  Uji (t0,05 = 1.65)	Construct Reliability (R2)
Variabel Laten	Variabel Manifes					
Implementasi Kebijakan	policy standards and objectives	0.524	0.099	5.293	Signifikan	0.275
	the resources and incentives	0.123	0.077	1.597	Signifikan	0.015
	the quality of inter-organizational relationship	0.179	0.109	1.642	Signifikan	0.032
	the characteristics of the implementation agencies	0.135	0.097	1.392	Signifikan	0.018
	the economic, social and political environment	0.149	0.098	1.520	Signifikan	0.022






Sumber : Data Hasil Analisis, 2015.
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa koefisien bobot faktor (Standardized) Model Pengukuran pada penelitian ini, memiliki pengaruh yang signifikan, artinya semua variabel-variabel manifest dapat menjelaskan dengan baik masing-masing variabel latennya. Uraian untuk setiap variabel laten eksogen, adalah sebagai berikut :
a.	Variabel laten eksogen Implementasi kebijakan yang diukur melalui variabel-variabel manifest (dimensi) : policy standards and objectives (X1-1), the resources and incentives (X1-2), the quality of inter-organizational relationship (X1-3), the characteristics of the implementation agencies (X1-4), the economic, social and political environment (X1-5) dan the ‘dispotion’ or response of the implementers (X1-6).
b.	Variabel laten endogen kepuasan masyarakat yang diukur melalui variabel-variabel manifest (aspek) : sikap, keterampilan, pengalaman, sarana dan prosedur pelayanan adalah tepat, hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang signifikan.
Hasil analisis koefisien jalur model confirmatory factor analysis (CFA) menunjukan adanya pengaruh yang signifikan, sebagaimana ditunjukan dalam tabel 4.40 di atas nilai Thitung (C.R/critical ratio) semuanya di atas nilai kritis yang disyaratkan yaitu C.R  1.456. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi kebijakan dapat digunakan untuk memprediksi variabel kualitas pelayanan dan berimplikasi terhadap kepuasan masyarakat. Pengaruh total variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen dalam angka standardized.
Tabel 
Dekomposisi Pengaruh antara Variabel 
Variabel Laten Eksogen	Pengaruh kausal	Pengaruh total
	Langsung	Tidak Langsung	
Impelementasi Kebijakan	(0.666)2  =0.444	-	0.444
Sumber : Data Hasil Analisis, 2015.

















Model confirmatory analysis factor pengaruh 
Variabel Implementasi Kebijakan
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa dimensi the quality of inter-organizational relationship memprediksi variabel implementasi kebijakan sebesar 27.5%, dimensi the resources and incentives 1.5%, dimensi the quality of inter-organizational relationship sebesar 3.2%, dimensi the characteristics of the implementation agencies sebesar 1.8%. dimensi the economic, social and political environment sebesar 2.2% dan dimensi the ‘dispotion’ or response of the implementers berpengaruh sebesar 8.2% terhadap implementasi kebijakan sehingga total pengaruh implementasi kebijakan terhadap kepuasan masyarakat adalah sebesar 44.4%. Adapun berdasarkan model tersebut dapat diketahui bahwa dimensi yang paling besar pengaruhnya adalah dimensi the quality of inter-organizational relationship dengan besarnya pengaruh dalam memprediksi variabel implementasi kebijakan X adalah 27.5%, dan kekeliruan pengukurannya 72.5%. Sedangkan yang memiliki pengaruh terkecil adalah the resources and incentives 1.5 (X2) dengan besarnya pengaruh dalam memprediksi variabel implementasi kebijakan X1 sebesar 1.5%, sisanya sebesar 98.5% , nilai-nilai di atsa menunjukkan bahwa variabel implemenatsi kebijakan berpengaruh sebesar 44.4% terhadap kepuasan masyarakat sedangkan sisanya sebesar 55.6% merupakan kekeliruan pengukuran.
XIV.	Pembahasan Hasil Penelitian
1.	Pembahasan Pengaruh Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan
Hasil penelitian tentang pengaruh implementasi kebijakan melalui kualitas pelayanan penerimaan pajak daerah dan implikasinya terhadap kepuasan masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan, sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka pada bagian ini peneliti akan memberikan analisis secara simultan terhadap focus penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan statistik bahwa pengaruh implementasi kebijakan melalui kualitas pelayanan penerimaan pajak daerah dan implikasinya terhadap kepuasan masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan sebesar 72,6%. Hasil hitung tersebut juga mengandung makna bahwa bentuk pengaruh antar variabel telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis penelitian yang berbunyi “Besarnya pengaruh implementasi kebijakan melalui kualitas pelayanan penerimaan pajak daerah dan implikasinya terhadap kepuasan masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan” dapat diterima.
Secara umum ada beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, diantaranya :
1.	Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2.	Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
3.	Meningkatkan pengawasan
Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4.	Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5.	Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
Pemerintah Indonesia dalam konteks ini, telah melakukan streamlining, yaitu penyederhanaan jumlah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, dalam rangka melakukan reformasi perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan mengimplementasikan peraturan tersebut. Sejalan dengan diberikannya otonomi daerah yang lebih luas kepada daerah, Pemerintah Indonesia kembali menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retrubusi daerah dengan memberlakukan UU No. 34/2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada perturan perundang-undangan yang terakhir ini, pemerintah daerah diberi ruang yang lebih luas, untuk lebih leluasa dalam menarik pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah yurisdiksinya, dengan mengeluarkan peraturan-peraturan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

2.	Pengaruh Variabel Lain yang Tidak Diteliti
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa pengaruh implementasi kebijakan melalui kualitas pelayanan penerimaan pajak daerah dan implikasinya terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan, diperoleh pengaruh sebesar 72,6%, sedangkan variabel lain yang tidak diteliti yakni sebesar 27,4%. Hal ini membuktikan bahwa kepuasan masyarakat pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh variabel implementasi kebijakan melalui kualitas pelayanan saja semata, akan tetapi ada varibel lain yang juga turut mempengaruhinya, dan secara empirik telah memberikan pengaruh positif dan signifikan. Variabel-variabel lain yang dimaksud antara lain adalah perilaku birokrasi, disiplin kerja dan pemotivasian.

3.	Pembahasan Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian statistik dapat diperoleh jawaban bahwa pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan, sangat signifikan mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kuningan yaitu sebesar 44,4%. Untuk lebih jelasnya pengaruh masing-masing dimensi dapat dijelaskan sebagai   berikut :
a.	Dimensi Policy Standars and Obcjectives
Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi policy standars and obcjectives atau standar kebijakan dan objektif dengan indikator tujuan dari kebijakan, isi dari kebijakan dan standar yang ingin dicapai memberikan pengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan sebesar 27,5%. Sikap konsisten dan keyakinan dalam memberikan kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama dari Dinas Pendapatan dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kepuasan masyarakat harus dimulai dari kebutuhan wajib pajak dan berakhir pada persepsi wajib pajak. Kepuasan masyarakat wajib pajak merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping abdi negara. Kepuasan masyarakat wajib pajak segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan di lingkungan Dinas Pendapatan, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b.	Dimensi Resources and Incentives
Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi Dimensi Resources and incentives, memberikan pengaruh terhadap kepuasan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan sebesar 1,5.%. Sebab itu, sumber daya manusia, sumber dana dan insentif dapat memberikan kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hasil analisis pengaruh implementasi kebijakan terhadap kepuasan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan, dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dengan mewujudkan kepuasan masyarakat yang sejalan dengan mekanisme pelayanan pajak sejalan dengan dukungan sumber daya manusia, sumber dana dan insentif. Artinya, Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan, telah sejalan dengan program pembangunan daerah Kabupaten Kuningan. 

c.	Dimensi The Quality of Inter-Organization Relationship
Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi Dimensi The Quality of inter-organization relantionship atau kualitas antar organisasi memiliki Pengaruh Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan sebesar 3,2%. Artinya bahwa kualitas pembuatan keputusan, konsistensi kebijakan dan keterlibatan antar lembaga/ instansi mampu mempengaruhi terhadap penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan secara signifikan.

d.	Dimensi The Characteristic of the Implementation Agencies
Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi the Characteristic of the implementation agencies, atau karakter lembaga pelaksana memberikan pengaruh Terhadap Kepuasaan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan sebesar 1,8%. Kedudukan implementator, kewenangan dari implementator dan fungsi dari instansi memberikan kepuasaan masyarakat secara signifikan. Tingkat kepuasaan masyarakat wajib pajak harus didukung oleh karakter lembaga pelaksana sehingga masyarakat wajib pajak merasa nyaman ketika dalam pembayaran pajak sebagai suatu kesadaran taat pajak. Hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa pengaruh implementasi kebijakan terhadap kepuasan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan memberikan nilai positif terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Kuningan. Pengaruh implementasi kebijakan terhadap kepuasan masyarakat telah didukung oleh kedudukan implementator yang sangat berperan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Implementasi kebijakan dengan kewenangan dari implementator juga memberi daya dukung terhadap kaulitas pelayanan dalam penerimaan pajak daerah, sehingga dilihat dalam aspek manajemen fungai dari instansi bahwa implementsi kebijakan terhadap kepuasan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah mewarnai dalam penerimaan pajak daerah. Semua itu, tidak terlepas dari kedudukan implementator yang melaksanakan kebijakan dilapangan sehingga kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik. 
Pelaksanaan pajak mempunyai sifat memaksa terhadap wajib paajak tetapi pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas, pajak memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut.
a.	Fungsi Anggaran (Budgetair): Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sekarang ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan.  
a.	Fungsi Mengatur: Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dari adanya kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi tersebut, pajak digunakan untuk mencapai tujuan. 
b.	Fungsi Stabilitas: Dari adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. 
c.	Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pajak yang telah dipungut oleh Negara digunakan untuk membiayai segala kepentingan umum, baik itu membiayai pembangunan untuk membuka kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 
 
d.	Dimensi the Economic, Social and Political Environment
Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi Dimensi the economic, social and political environment, dengan indikator kebutuhan masyarakat, lingkungan masyarakat dan kondisi kehidupan masyarakat memiliki Pengaruh Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan seebesar 2,2%. Ini berarti bahwa dimensi tersebut di atas meberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepuasaan masyarakat yang diberikan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan, dan hal ini juga tidak terlepas dari kondisi ekonomi, sosial dan politik masyarakat sehingga memberikan nilai tambah dalam penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan.

e.	Dimensi The Disposition or response of the implementers




Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dijelaskan pada Bab IV sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
a.	Implementasi kebijakan melalui kualitas pelayanan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Hal ini mengandung makna bahwa implementasi kebijakan tentang pajak daerah melalui kualitas pelayanan cukup dominan dalam mempengaruhi terhadap kepuasan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Adapun dimensi yang memberikan pengaruh paling besar adalah The quality of inter-organizational relationship (kualitas hubungan antar instansi yang terkait) sedangkan pengaruh terkecil adalah The ‘dispositon’ or response of the implementers (tanggungjawab pelaksana kebijakan). Penelitian ini juga menemukan bahwa kurang efektifnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan, tidak hanya ditentukan oleh implementasi kebijakan pajak daerah melalui kualitas pelayanan semata, tetapi juga ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti tetapi dapat mempengaruhi terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Variabel-variabel lain yang dimaksud antara lain adalah perilaku birokrasi, disiplin kerja dan pemotivasian.
b.	Hasil penelitian menemukan juga bahwa implementasi kebijakan  memberikan pengaruh yang positif dan siginifikan terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Hal ini dapat dimaknai bahwa implemetasi kebijakan mengenai pajak daerah memberikan konstribusi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Adapun dimensi dari implementasi kebijakan  yang memberikan pengaruh paling besar terhadap kepuasan masyarakat adalah dimensi policy standards and objectives. Artinya dimensi ini sangat dominan dalam mempengaruhi dan meningkatkan kepuasan masyarakat pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Sedangkan dimensi yang kecil pengaruhnya adalah dimensi the resources and incentives, maknanya adalah bahwa dimensi ini tidak dominan dalam mempengaruhi dan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan.
2.	Saran
Berdasarkan pada hasil kesimpulan penelitian, maka peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :  
a.	Secara Akademik
1)	Untuk pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya berkaitan  dengan belum optimalnya implementasi kebijakan melalui kualitas pelayanan publik serta implikasinya terhadap kepuasan masyarakat, maka disarankan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian atau pengkajian lanjutan dengan mengembangkan teori-teori lain yang berhubungan dengan peningkatan terhadap kepuasan masyarakat. 
2)	Peneliti dapat mengkritisi terhadap kelemahan dari teori implementasi kebijakan, dimana dimensi The ‘dispositon’ or response of the implementers(tanggungjawab pelaksana kebijakan) dalam pengaruh implementasi kebijakan melalui kualitas pelayanan kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kupuasaan masyarakat. Sedangkan The resources and incentives atau sumber daya dan insentif dalam pengaruh implementasi kebijakan kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kupuasaan masyarakat. Oleh karena itu disarankan kepada peneliti lain untuk dapat mengkaji lebih mendalam berkaitan dengan pengaruh implementasi kebijakan melalui kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat.
3)	Berdasarkan pengkritisan tersebut peneliti menghasilkan temuan baru sebagai modifikasi dari teori yang sudah ada baik berkaitan dengan pengaruh implementasi kebijakan melalui kualitas pelayanan dan implikasinya terhadap kepuasan masyarakat, maupun  pengaruh implementasi kebijakan terhadap kepuasan masyarakat. Temuan tersebut berupa tambahan parameter baru dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (2002:46)  adalah sebagai berikut :
a)	Diperlukan metode atau cara dalam pelaksanaan kebijakan di bidang Pajak Daerah.
b)	Adanya penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.
c)	Perlu adanya sosialisai kebijakan secara berjenjang dan kontinyu.
b.	Secara Praktis    
1)	Implementasi kebijakan melalui kualitas pelayanan pengaruhnya cukup besar terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Maka oleh karena itu disarankan kepada Kepala Dinas Pendapatan agar implementasi kebijakan tentang pajak daerah melalui kualitas pelayanan ini menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan pajak daerah, sehingga pada akhirnya dimasa yang akan datang penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kuningan akan meningkat. 
2)	Agar the ‘dispositon’ or response of the implementers atau tanggungjawab pelaksana kebijakan dan the resources and incentives atau sumber daya dan insentif dalam implementasi kebijakan tentang pajak daerah dapat ditingkatkan sehingga kepuasan masyarakat dalam pelayanan pajak daerah pada Dispenda Kabupaten Kuningan berjalan secara efektif. Langkah konkrit yang perlu dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan adalah dapat meningkatkan kesadaran pelaksana dan instensitas tanggungjawab pelaksana kebijakan serta sumber daya manusia, sumber dana dan insentif kepada pegawai dapat ditingkatkan. Langkah-langkah tersebut dapat menentukan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat dan pada akhirnya kedepan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kuningan akan semakin meningkat.
3)	Untuk mengetahui dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan setiap tahunnya, maka langkah konkrit yang harus dilakukan adalah perlu dilakukannya survey kepuasan masyarakat  khusus berkaitan dengan  pelayanan pajak daerah yang saat ini belum dilaksanakan. Hal ini tidak lain agar Dinas Pendapatan dapat mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah selama kurun waktu satu tahun. Dari pengukuran tersebut  dapat melihat kelebihan dan kekurangan, dan sebagai bahan evalusi untuk menyusun bahan kebijakan berikutnya, terutama sekali mendapatkan bahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang berakibat terhadap kepuasan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya.

3.	Secara Kebijakan
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1.	Policy standards and objectives
2.	The resources and incentives
3.	The quality of inter-organizational relationship
4.	The characteristics of the implementation agencies
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(Parasuraman, 1998)
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3.	Daya Tanggap
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5.	Empati
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KEPUASAN 
MASYARAKAT
(Sarwono, 2006)
1.	Sikap
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3.	Pengalaman
4.	Sarana
5.	Prosedur pelayanan
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